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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan

merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kesehatan merupakan

sebuah investasi bagi negara, yang berarti hanya manusia yang sehat baik jasmani dan

rohani saja yang dapat membantu dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional.

Hal ini sangat diperlukan untuk menghadapi era globalisasi karena penduduk yang sehat

bukan saja akan menunjang keberhasilan program pembangunan tetapi juga meningkatkan

produktivitas dan pendapatan.

Untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan. Presiden Jokowi

mengeluarkan kebijakan yaitu program Kartu Indonesia Sehat, program ini dikeluarkan

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program

Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat

Untuk Membangun Keluarga Produktif. kemudian Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945

disebutkan bahwa “fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Gambar 1. Kartu Indonesia Sehat (Tampak Depan dan Tampak Belakang)
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Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan

nasional yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Kartu

Indonesia Sehat (KIS) dibuat sebagai bentuk penyempurnaan program BPJS Kesehatan

khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kartu Indonesia Sehat (KIS)

dikeluarkan untuk merekap seluruh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan sebagai

penyelenggarannya. Dipilihnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena masih banyak

masyarakat miskin yang belum mempunyai kartu BPJS sehingga dengan ini diharapkan

semua lapisan masyarakat bisa menikmati akses kesehatan dengan mudah. Para penerima

KIS diharapkan semua pihak tidak ada lagi diskriminasi dalam penanganan kesehatan.

Sesuai dengan Bab 1 pasal 1 No 28 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan”. Dalam hal ini peserta

jaminan kesehatan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Pelaksanaan dari KIS adalah negara akan siap menjamin hak dari setiap

masyarakatnya untuk mendapatkan akses kesehatan tanpa terkecuali. KIS pada tahap

pertama sampai akhir 2014 akan dibagikan ke 19 provinsi. Sedangkan provinsi lainnya

akan disalurkan pada tahap selanjutnya. Pada 2015, diharapkan seluruh penduduk

prasejahtera di Indonesia sudah memiliki kartu tersebut. Pendistribusian akan dibantu oleh

PT Pos Indonesia dan perbankan nasional yaitu Bank Mandiri.

Provinsi Sumatera Selatan termasuk provinsi yang mendapatkan Program Kartu

Indonesia Sehat. Salah satunya Kota Palembang yang mendapatkan distribusi Kartu
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Indonesia Sehat (KIS). Berikut ini data jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Perkecamatan Kota Palembang, yaitu:

Tabel 1. Jumlah Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) Perkecamatan Kota
Palembang, Tahun 2018
NO Kecamatan Jumlah Penerima (KIS) Jumlah masyarakat miskin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ilir Barat I
Ilir Barat II
Ilir Timur I
Ilir Timur II
Ilir Timur III
Bukit Kecil
Sukarami
Kemuning
Kalidoni
Sako
Sematang Borang
Alang-alang Lebar
Gandus
Kertapati
Plaju
Seberang Ulu I
Seberang Ulu II
Jakabaring

27,619
26,227
15,920
16,213
16,527
11,392
22,971
17,981
21,926
17,854
9,109
14,609
29,587
49,773
23,594
46,117
38,442
33,537

20,251
20,371
12,169
29,570

-
9,142
23,556
14,601
20,971
15,842
9,442
9,745
23,597
40,707
30,720
63,054
34,244

-
JUMLAH 439,448 377,982

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pendistribusian Program Kartu Indonesia

Sehat (KIS) di Kota Palembang pada tahun 2018 sebanyak 439,448 jiwa. Kecamatan yang

menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) paling banyak yaitu Kecamatan Kertapati dengan

jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 49,773 jiwa dan Kecamatan

Seberang Ulu I dengan jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 46,117

jiwa.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018 untuk Program Perlindungan

Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K), Kecamatan Seberang Ulu I merupakan kecamatan yang jumlah masyarakat

miskinnya paling tinggi di Kota Palembang, yaitu sebanyak 14,172 KK dengan jumlah
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individu sebanyak 63,054 jiwa. Sedangkan jumlah penerima KIS di kecamatan tersebut

lebih sedikit (46,117) dibandingkan dengan Kecamatan Kertapati (49,773) yang jumlah

masyarakat miskinnya lebih rendah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian di Kecamatan Seberang Ulu I.

Permasalahan dalam pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang disebabkan

oleh data untuk penerima program KIS merupakan data lama sehingga ketika

didistribusikan ke lapangan, banyak data perserta penerima yang sudah berubah.

Perubahan data tersebut seperti status sosialnya yang sudah meningkat sehingga tidak

dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin, alamat tempat tinggal sudah pindah, atau

penerima sudah meninggal dunia. Data yang digunakan dalam pendistribusian

menggunakan data terakhir dari Jamkesmas sesuai dengan Surat Keputusan dari Menteri

Sosial tahun 2013 lalu (BPJS Kesehatan Kota Palembang, 2015).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menganggap penting hal tersebut untuk

diteliti dan dikaji lebih dalam sehingga dapat diketahui secara jelas bagaimana

Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh Pemerintah Kota Palembang,

secara khusus di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Maka dari itu diperlukan

penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan

Seberang Ulu 1 Kota Palembang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah permasalahan pada

penelitian ini yaitu : Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di

Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang.
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C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini dimaksudkan untuk mencari jawaban atau permasalahan yang ada

sehingga diperoleh gambaran jelas akan hal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimana “Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di

Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yang dapat dilihat dari manfaat teoritis dan

manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk

pengembangan ilmu-ilmu sosial. Khususnya bagi kalangan akademis Ilmu

Administrasi Publik, terutama berkaitan dengan Ilmu Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis : sebagai sumbangan saran atau masukan bagi pemerintah Kota

Palembang dan instansi lainnya dalam upaya meningkatkan kinerja agar

pelaksanaan program dimasa yang akan datang dapat dilaksanakan dengan lebih

efektif dan efesien.
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